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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Tli

   ِ الرّحْمٰنِالرّحِيمْ اللهِ بسِْمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada  tingkat  pertama  telah  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara  cerai  gugat

antara : 

Penggugat,  umur  49  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA pekerjaan  PNS,

Tempat  tinggal  di  Jalan  xxxxxxxx (Depan  MTSN

xxxxxx)  Kelurahan  xxxxxxx,  Kecamatan  xxxxxx,

Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut  Penggugat ;

melawan

Tergugat, umur  59 tahun,  agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta

(Pekerja  Tambang  Emas)  tempat  tinggal  Jalan

xxxxxxxx, Lingkungan  xxxxxxxxxx  -  Persimpangan

Dusun  xxxxxxx,  Desa  xxxxxxxx  (Depan  Bengkel

xxxxxxxxx),  Kecamatan  xxxxxxxxxx, Kabupaten

Tolitoli, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut  ; 

Telah membaca dan memeriksa berkas perkaranya ; 

Telah mendengarkan keterangan pihak Penggugat; 

Telah memeriksa bukti-bukti pihak Penggugat ; 

 DUDUK PERKARANYA 

Bahwa Peggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juli   2019 yang

terdaftar   di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tolitoli dalam  Register  Perkara

Nomor  209/Pdt.G/2019/PA.Tli tanggal  17 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal

sebagai berikut: 

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat

pada tanggal 19 Oktober 2003 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama

Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam

Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/23/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003;

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami istri  dengan baik dan awalnya tinggal
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idbersama dirumah Dinas Perkebunan di Jalan xxxxxxxxx, Kelurahan

xxxxxxx,  Kecamatan  xxxxxxx dan terakhir  tinggal  bersama dialamat

tersebut.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya

suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Israwati, umur

21 Tahun, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa  alasan  Penggugat  mengajukan  gugatan  cerai  terhadap

tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah

tidak rukun lagi sejak bulan April 2014 sampai sekarang, karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus :

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

tersebut adalah :

a. Bahwa  Tergugat  selalu  mengambil  keputusan  sendiri  tanpa  ada

pembicaraan terlebih   dahulu dengan Penggugat

b. Bahwa  Tergugat  selalu  mengucapkan  kata-kata kasar  kepada

Penggugat 

c. Bahwa  Tergugat  ketika marah  kepada Penggugat  selalu  merusak

barang-barang yang ada didalam rumah; 

d. Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi lahir batin

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

terjadi  pada  bulan  April  2015,  dan  akibat  perselisihan  dan

pertengkaran  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  tempat

tinggal  selama  4  tahun  2  bulan  sampai  sekarang  dan  yang

meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa  dengan  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

sebagaimana  trsebut  diatas,  maka  Penggugat  berkesimpulan  untuk

mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;

9. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul

akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan

putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  Talak  satu  ba’in  shugra  Tergugat  (  xxxxxxxxx )  kepada

Penggugat  (xxxxxxxx )

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum :

SUBSIDAIR :

          Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi

persyaratan administrasi  untuk melakukan perceraian dengan  Tergugat karena

telah  mendapatkan  izin  untuk  bercerai  dari  atasannya  dengan  Nomor:

800/787.03/ BKPSDM tanggal 25  Maret 2019,  sebagaimana maksud Pasal 3

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah

dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990,   maka  pemeriksaan

perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa  pada  hari  sidang yang  telah  ditetapkan  Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap

dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk datang menghadap di  persidangan

sebagai wakil/kuasanya  yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan

patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh

sesuatu alasan yang sah ;

Bahwa  dengan  tidak  hadirnya  Tergugat  upaya  perdamaian  dengan

mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa  Majelis  Hakim  mengupayakan  perdamaian  dengan  menasihati

Penggugat   namun  ternyata  tidak  berhasil,  kemudian  pemeriksaan  perkara

dilanjutkan  dalam  sidang  tertutup  untuk  umum  dengan  membacakan  surat

gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Bahwa  Penggugat  untuk  meneguhkan  dalil-dalilnya  telah  mengajukan

alat bukti surat berupa : 

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  xxxxxxx (Penggugat) NIK

7204074302700003 tanggal 30 Januari  2013 yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Tolitoli  bermeterai

cukup, dan setelah dicocokan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan

diberi tanda bukti P1;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id2. Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor  20/23/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003

yang  dikeluarkan  oleh  Kepala Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  xxxxxxx,

Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan sudah dicap pos ( dinazegelen) serta

telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis

diparaf dan diberi tanda bukti P2;

Bahwa selain bukti  surat tersebut  Penggugat  telah pula menghadirkan

2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing  bernama :  

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  pekerjaan  PNS,

tempat  tinggal  di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli,

di bawah sumpah telah  memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bibi saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah

tahun 2003;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun

dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi

karena  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan  karena

Tergugat  sering  berkata-kata  dan  berlaku  kasar  pada  Penggugat,  serta

Tergugat sering merusak barang-barang dalam rumah;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal hingga

sekarang kurang  lebih  4  tahun  2  bulan, dan  tidak  ada  yang  saling

memperdulikan;

- Bahwa  oleh  keluarga sudah  pernah  berusaha  untuk  merukunkan

Penggugat  dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi  II,  umur 39 tahun,  agama Islam,  pendidikan S1,  pekerjaan PNS,

bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx,

Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah telah  memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai  berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu saksi; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada

tahun 2003 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di Jalan  xxxxxxxxx Kelurahan  xxxxxxxxx, Kecamatan  xxxxxxx, Kabupaten

Tolitoli;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruinia 1 (satu) orang anak;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun

dan harmonis, namun sekarang sudah tidak  rukun dan tidak  harmonis lagi

sejak  tahun  2014  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat

dan Tergugat sering merusak barang-barang yang ada di dalam rumah;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2015, yang

menyebabkan pisah tinggal ;

- Bahwa keluarga  pernah  berusaha  untuk  merukunkan Penggugat  dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat  telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya

tetap  sebagaimana  dalam  gugatannya  dan  tidak  akan  mengajukan  sesuatu

apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  putusan  ini  ; 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang terurai  di atas ; 

Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi

persyaratan administrasi  untuk melakukan perceraian dengan  Tergugat  karena

telah  mendapatkan  izin  untuk  bercerai  dari  atasannya dengan  Nomor:

800/787.03/  BKPSDM tanggal  25  Maret 2019,   sebagaimana maksud Pasal  3

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah

dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990,  maka  pemeriksaan

perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang

sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak

pula  menyuruh  orang  lain  untuk  datang  menghadap  di  persidangan  sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah  meskipun  telah  dipanggil  dengan resmi  dan  patut

sedangkan  tidak  ternyata  bahwa tidak  hadirnya  Tergugat tersebut  disebabkan

oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan

tanpa hadirnya Tergugat; 

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh

Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idMenimbang,  bahwa  Pengadilan  telah  berupaya  dengan  sungguh-

sungguh  mendamaikan  pihak  yang  berperkara  melalui  Majelis  Hakim,

sebagaimana  dikehendaki  oleh  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap

pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Menimbang,  bahwa  Tergugat tidak  datang  menghadap  dan  tidak

menyuruh  orang  lain  untuk  datang  menghadap  di  persidangan  sebagai

wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil  secara resmi dan patut dan

tidak ternyata  bahwa tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  sesuatu  alasan

yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari Hadits

Nabi SAW dari kitab Al Anwar juz II halaman 149:

فهو يجب فلم المسلمـين حكام من حاكم الى دعى من.
الدارقطنى) (رواه لـه لحـق ظـالم

Artinya : ” Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan
gugur haknya ” ; ( H,R Daruquthni )

الدعوى سماع جاز ززهـاوتع لتواريه احضاره تعـذر وان 
عليه والحكم والبينةـ

)١٤٩-٢(الأنوار- 

Artinya :  “ Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau
enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta
boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum

dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  adalah  perkara  perceraian,  maka  yang

pertama  sekali  dipertimbangkan  adalah  apakah  Penggugat  dan  Tergugat

mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  adanya  hubungan  hukum

antara  Penggugat  dan  Tergugat,  Penggugat  telah  mengajukan  alat  bukti  (P2)

berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  20/23/X/2003  tanggal  23  Oktober

2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idUrusan  Agama  Kecamatan  xxxxxxxxx,  Kabupaten  Tolitoli yang  telah  cocok

dengan  aslinya  dan  telah  dinazeglen  sehingga  dengan  demikian  bukti  (P2)

tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P2) tersebut  menerangkan bahwa pada

hari  Ahad  tanggal 19  Oktober  2003  telah  dilangsungkan  akad  nikah  antara

seorang  laki-laki  bernama  xxxxxxxxxxxx (Tergugat)  dengan  seorang  wanita

bernama  xxxxxxxx (Penggugat)  sehingga  dengan  demikian  bukti  (P2)  telah

memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P2) telah memenuhi syarat formil

dan materil  suatu akta otentik, sehingga bukti  (P2) tersebut bersifat  sempurna

dan memiliki  kekuatan pembuktian yang mengikat,  sehingga  dengan demikian

harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah

yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx,

Kabupaten  Tolitoli, oleh  karena  itu  Penggugat  memiliki  legal  standing dalam

perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat,  ternyata

Penggugat  dan  Tergugat  beragama  Islam  dan  perkawinannya  dilangsungkan

berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63

ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a)

Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara  absolut

menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendalilkan  dalam  positanya  bahwa

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus

karena Tergugat  menjalin hubungan dengan wanita lain dan kadang kala caci

maki;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  selain  mengajukan  bukti  surat  juga

mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut: 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam

keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa  penyebab  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  adalah  karena

Tergugat  sering  berkata  kasar  kepada  Penggugat  bahkan  sering  merusak

barang-barang dalam rumah;

- Bahwa  perselisihan dan  pertengkaran  memuncak  pada  bulan  Desember

2015  yang menyebabkan  Penggugat  dan  Tergugat  pisah  tempat  tinggal

sampai sekarang;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan

oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan

para  saksi  dengan  dibuktikan  Surat  Kutipan  Akta  Nikah  (Bukti  P2)  harus

dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan

perkawinan yang sah dan belum pernah cerai ; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir

dipersidangan,  maka  tidak  dapat  mengajukan  bantahan  terhadap  gugatan

Penggugat  atau  setidak-tidaknya  Tergugat  mengakui  dalil-dalil  gugatan

Penggugat; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  saksi  Penggugat  di

bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan saling mendukung maka telah

ditemukan fakta hukum di persidangan :

1. Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga   Penggugat  dan

Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan

tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

berkepanjangan  sejak  2014  karena  Tergugat sering  berkata  kasar  kepada

Penggugat dan sering merusak barang-barang di rumah;

2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak

2015 sampai sekarang tidak ada yang saling memperdulikan; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum tersebut  di  atas  harus

dinyatakan  terbukti  bahwa  dalam  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat sudah  tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idtidak  ada  ketenteraman  serta  keharmonisan   karena  percekcokan  dan

pertengkaran  yang  berlangsung  secara  terus  menerus  yang  sulit  untuk

didamaikan sehingga  tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak

mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam  Al-

Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi

harapan  tujuan  perkawinan  yaitu  membentuk  keluarga  bahagia  dan  kekal

sebagaimana  ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  akan

sulit terwujud ; 

Menimbang,  bahwa  terbuktinya  dalil-dalil  Penggugat  dikaitkan  dengan

kegagalan  upaya  perdamaian  yang  dilakukan  oleh  pihak  keluarga  maupun

Majelis  Hakim dalam setiap  kali  persidangan,  harus  dinyatakan bahwa rumah

tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan

lagi untuk rukun kembali ; 

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah

tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti

bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk

rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh

kasih sayang ; 

Menimbang,  bahwa  mempertahankan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat yang  dalam kenyataannya  telah  pecah  akibat  dari  percekcokan  dan

pertengkaran  yang  terus  menerus  dan  tidak  berhasil  dirukunkan  kembali

sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan

kepada  kedua  belah  pihak  karena  mafsadatnya  lebih  besar  dari  pada

manfaatnya,  sedangkan  kaidah  hukum  Islam  memberi  petunjuk  dalam  kitab

Duruusu  Lisysyaekh  Su’udi  Sysyariim  hal  7  yang  sekaligus  diambil  sebagai

pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

جـلـب عـلى م مـقـد سـد درأالـمـفـا 
  المـصـالـح

Artinya : ” Menolak mafsadat harus didahulukan  dengan mencari kemaslahatan 

”.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idOleh  karena  itu  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat harus  diakhiri  dengan

perceraian ; 

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut 

diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar’i tersebut dibawah ini ; 

1.  Firman Allah dalam al-Qur’an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi : 

ً وَانِْ يتفََرّقَا يغُْنِ اللهُ كلُّ مِنْ سَعَتهِِ وَكاَنَ اللهُ واسِعا

  حَكيِمْاً

      Artinya  :   Dan  jika  keduanya  bercerai,  maka  Allah  akan  memberikan
kecukupan  kepada  keduanya  dari  limpahan  karunia-Nya.  Dan
Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.;

2.  Pendapat ahli hukum  Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai 

pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab Fiqhi  al-Sunnah juz II halaman 

249 yang berbunyi sebagai berikut; 

ــزوج اضــرار الزوجة ادعت اذا ــها ال يســتطاع ل بما بـ
من تطلب ان يجوزلها امثالهما بين العشرة دوام معه

بائنة طلقة القاضى يطلقها وحينئذ التفريق القاضى
  ثبت اذا

.   بينهما الاصلاح عن وعجز الضرر
Artinya  :  Jika  isteri  menggugat  cerai  karena  suaminya  memadlaratkan

terhadap  isteri  (misal  :  memukul,  mencaci  maki,  berkata  kasar,
melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya
sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan
bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila
madlarat  tersebut  telah  terbukti,  sedangkan perdamaianpun tidak
tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”. 

3. Pendapat bahwa pertimbangan tersebut sejalan  dengan dalil fiqhiyah

yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim sebagaimana yang

tercantum dalam kitab  Asnal  Mathalib Juz  II,  halaman 326 sebagai

berikut: 

ــداء بعد الحضــور من امتنع فــإذا ــانى الن له حكم الث

بنكو
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idArtinya:  Apabila  Tergugat  menolak  (tidak  mendatangi)  untuk  menghadiri

persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah dia

dengan hukum membangkang; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas gugatan Penggugat telah  memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

 Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan,

maka berdasarkan ketentuan Pasal  89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

maka biaya perkara ini dibebankan kepada  Penggugat;

Memperhatikan  pasal-pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun

2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung

RI  Nomor  1  Tahun  2008,  Peraturan  Perundang-undangan  lain  dan  Kompilasi

Hukum Islam serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ; 

M E N G A D I L I  : 

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap  dipersidangan, tidak hadir ; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shugra  Tergugat  (xxxxxxxxxxx) terhadap

Penggugat (xxxxxxxxx); 

4. Membebankan Penggugat untuk membayar  biaya perkara ini  sejumlah  Rp

376.000.00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; 

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di  Pengadilan Agama  Tolitoli pada

hari   Senin tanggal  5  Agustus 2019 Miladiyah,  bertepatan dengan tanggal  4

Dzulhijjah  1440  Hijriyah, oleh   kami    Drs.  H. Abd.  Hamid  Sanewing,MH,

sebagai Hakim Tunggal dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idoleh  Sri  Susilowati,SH sebagai  Panitera  Pengganti  dan  dihadiri   pula  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; 

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. H. Abd.Hamid Sanewing,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Susilowati,SH
             

   Rincian biaya perkara :                                              

1. Biaya Pendaftaran Rp      30.000.00
2. Biaya Proses(ATK Perkara) Rp      50.000.00
3. Biaya Panggilan Rp.   260.000.00
4. PNBP Panggilan Rp      20.000.00
5. Biaya Redaksi Rp      10.000.00
6. Biaya Meterai                                Rp        6.000.00  
       J u m l a h     Rp    376.000.00
                   (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)     
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